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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Ancaman penyalahgunaan narkotika sudah menjadi fenomena global dan 

merupakan ancaman kemanusiaan bagi warga pada tingkat lokal, nasional, 

regional, dan global. Peningkatan dan perluasan penyalahgunaan narkotika yang 

semakin cepat juga dipicu oleh perkembangan teknologi informasi, dimana 

komunikasi antara pengguna, pengedar, dan pemasok dapat dengan mudah 

berlangsung melalui internet. Variasi jenis narkotika kemudian pun berkembang, 

apabila dahulu hanya dikenal dari bahan alami yaitu opium dari bunga opium 

(papaver somniferum), ganja dari bunga, daun dan damar tanaman ganja (annabis 

sativa) serta daun tanaman koka (erythroxcylum), kini revolusi kimia 

memungkinkan turunan baru opium dan koka dalam bentuk morfin, heroin, dan 

kokain (new synthetic drugs) yang semakin mendorong komersialisasi massal.1 

Seiring dengan kecenderungan globalisasi, perdagangan narkotika tidak lagi 

bersifat perorangan namun jaringan berskala besar dengan kekuatan organisasi, 

modal, kapasitas perdagangan yang bersifat transnasional dan dikenal sebagai 

“transnational organized crime” yang sangat membahayakan. Dalam peta 

perdagangan narkotika dunia, posisi Indonesia sudah bergeser dari “negara transit” 

menjadi “negara tujuan” perdagangan narkotika ilegal. Secara geografis, letak 

Indonesia sangat mendukung karena berada di antara dua benua, Asia dan Australia 

serta dua Samudera Pasifik dan Samudera Indonesia. Sifat sebagai negara 

                                                           
1 Parasian Simanungkalit, 2011, Globalisasi Peredaran Narkotika dan Penanggulangannya 

di Indonesia, Jakarta : Yayasan Wajar Hidup, hlm. 2. 
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kepulauan terbesar (17.508 pulau) dengan kepemilikan garis pantai dan perbatasan 

terpanjang, sangat memungkinkan menjadi daerah target produsen narkotika 

terbesar di Asia yang disebut Golden Triangle, mulai dari Laos, Thailand dan 

Myanmar, dan Golden Cres-cent, dari Iran, Afghanistan, Pakistan serta Amerika 

Latin terutama Peru, Bolivia, Kolombia.2 

Berdasarkan data dari Indonesia Drugs Report 2022 oleh Badan Narkotika 

Nasional Republik Indonesia (BNN), jenis narkotika yang paling banyak digunakan 

di Indonesia adalah ganja 41,4%, sabu 25,7%, nipam 11,8%, dan dextro 6,4%. 

Terhadap ganja, dampak yang diberikan dari narkotika tersebut adalah pemakai 

akan merasakan penurunan daya pikir, fungsi belajar yang mempengaruhi kinerja 

otak di kemudian harinya. Dampak langsung narkotika tersebebut terhadap tubuh 

manusia antara lain berupa gangguan pada jantung, tulang, pembuluh darah, kulit, 

paru-paru, dan penyakit menular yang berbahaya seperti AIDS, Herpes, TBC, 

Hepatitis, dan lain-lain. Untuk dampak langsung bagi kejiwaan antara lain bisa 

menyebabkan gangguan jiwa, bunuh diri, sampai dengan melakukan tindak 

kejahatan, kekerasan. Dampak narkotika secara tidak langsung yaitu dapat 

dikucilkan dalam masyarakat dan jauh dari lingkungan yang positif. 3 

Salah satu jenis narkotika yang disalahgunakan adalah ganja. Ganja 

merupakan gerbang narkotika karena pemakai ganja cenderung memiliki risiko 

                                                           
2 V.L. SInta Herindrasti, “Drug-Free ASEAN 2025 : Tantangan Indonesia dalam 

Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba”, Jurnal Hubungan Internasional, Vol. 7, No. 1, April-

September 2018, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Kristen Indonesia Jakarta 

Timur, hlm. 19. 
3 Badan Narkotika Nasional RI, 2022, “Hindari Narkotika Cerdaskan Generasi Muda 

Bangsa”, dikutip pada laman website : https://bnn.go.id/hindari-narkotika-cerdaskan-

generasi-muda-bangsa/, diakses pada tanggal 20 Januari 2023.  

https://bnn.go.id/hindari-narkotika-cerdaskan-generasi-muda-bangsa/
https://bnn.go.id/hindari-narkotika-cerdaskan-generasi-muda-bangsa/
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yang lebih besar untuk memakai zat-zat adiktif yang lebih keras dengan hasil 

survey, sekitar 98% pemakai heroin bermula dari memakai ganja.4 Pemakai ganja 

juga mengalami halusinasi, rasa gembira berlebihan, merasa curiga, mengalami 

sinestesia dan mengantuk, lalu tertidur nyenyak tanpa mimpi setelah mengalami 

halusinasi penglihatan selama dua jam. Bahaya penyalahgunaan ganja secara 

teratur dan berkepanjangan akan berakibat fatal berupa radang paru-paru, iritasi dan 

pembengkakan saluran nafas, lalu kerusakan aliran darah koroner dan berisiko 

menimbulkan serangan nyeri dada, terkena kanker, menurunya daya tahan tubuh 

sehingga mudah terserang penyakit, serta menurunnya kadar hormon pertumbuhan 

seperti tiroksin. Gangguan psikis berakibat menurunnya kemampuan berpikir, 

membaca, berbicara, berhitung dan bergaul.5 

Secara spesifik pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika (Lembaran Negara RI Tahun 2009 No. 143, Tambahan Lembaran 

Negara RI No. 5062, ditetapkan, diundangkan, dan berlaku pada tanggal 12 Oktober 

2009) (selanjutnya ditulis UU Narkotika)6 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan 

untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi. Hal ini kemudian dipertegas dengan adanya Keputusan Menteri 

                                                           
4 M. Arief Hakim, 2007, Narkoba Bahaya dan Penanggulangannya, Bandung : Jembar, 

Bandung, hlm. 19. 
5 Mardani, 2008, Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum 

Pidana Nasional, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 81. 
6 Tindak pidana narkotika merupakan salah satu tindak pidana yang serius dan perlu 

mendapat perhatian khusus dari para penegak hukum, pemerintah maupun masyarakat. Pada 

umumnya, tindak pidana narkotika tidak dilakukan oleh perorangan melainkan dilakukan oleh 

sindikat rahasia yang terorganisasi dan sudah berpengalaman menjalankan pekerjaan dalam bidang 

tersebut. Kejahatan ini sudah termasuk dalam kejahatan transnasional yang memanfaatkan 

kecanggihan teknologi dan kemudahan transportasi dalam melancarkan pekerjaannya sehingga 

dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Tingginya jumlah kejahatan narkotika menyebabkan 

pemerintah membuat dan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 

Lihat : Ibid., hlm. 55. 
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Kesehatan Republik Indonesia Nomor 132/Menkes/Sk/III/2012 Tentang Izin 

Memperoleh, Menanam, Menyimpan, Dan Menggunakan Tanaman Papaver, Ganja 

dan Koka untuk pemanfaatan dalam bidang untuk tujuan penelitian dalam rangka 

pengembangan ilmu pengetahuan. 

Ketentuan Pasal 8 UU Narkotika mengatur mengenai narkotika Golongan I 

yang menyatakan bahwa : 

“ (1)  Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan 

kesehatan.  

(2)  Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk 

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan untuk teknologi dan 

untuk reagnesia diagnostik, serta reagnesia laboratorium setelah 

mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan 

Pengawas Obat dan Makanan.” 

 

Lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 

2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, mengatur contoh jenis narkotika 

berdasarkan golongannya, antara lain : pertama, Narkotika Golongan I, yaitu : 

opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina, 

dan tanaman ganja; kedua, Narkotika Golongan II, yaitu : ekgonina, morfin 

metobromida, dan morfina; dan ketiga, Narkotika Golongan III, yaitu : etilmorfina, 

kodeina, polkodina, dan propiram. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 8 

UU Narkotika, maka narkotika Golongan I memiliki manfaat dalam bidang medis 

tetapi secara tegas melarang penggunaan Narkotika Golongan I untuk kepentingan 

kesehatan, karena penggunaannya hanya untuk tujuan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat 

tinggi mengakibatkan ketergantungan. 
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Dalam UU Narkotika mengatur bentuk-bentuk penyalahgunaan narkotika, 

mulai dari pelaku yang memproduksi (produsen), pengimpor, pengekspor, penjual, 

pembeli, penerima, perantara, penyimpan, serta pemakai. Dari konstruksi-

konstruksi ketentuan-ketentuan dalam UU Narkotika diketahui bahwa hierarki 

penyalahgunaan narkotika adalah produsen narkotika. Berkaitan dengan penelitian 

ini dan jenis narkotika yang paling banyak digunakan yaitu ganja, maka produsen 

narkotika adalah pelaku penyalahgunaan narkotika dengan hierarki tertinggi dan 

tentu menjadi gerbang utama penyalahgunaan narkotika, karena pelaku adalah 

penanam serta pelaku yang memproduksi narkotika dari baik dalam bentuk 

tanaman atau mengubahnya menjadi bentuk-bentuk turunan ganja. Oleh karena itu, 

produsen narkotika adalah pihak yang pertama kali harus diberantas oleh penegak 

hukum melalui norma. 

Salah satu norma dalam UU Narkotika mengancam pidana7 bagi produsen 

narkotika sebagaimana salah satunya didapati pada ketentuan Pasal 113 UU 

Narkotika yang menyatakan :  

“ (1)  Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, 

mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling 

lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 

1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 

10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).  

(2)  Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau 

menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 

                                                           
7 Ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan dasar yang harus digunakan oleh 

hakim dalam mengadili suatu perkara dalam persidangan karena berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) menentukan bahwa “Suatu 

eprbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan pidana 

yang telah ada”. Artinya, setiap orang yang melakukan perbuatan pidana yang dilarang dan telah 

diatur oleh peraturan perundang-undangan akan dijatuhi pidana sesuai undang-undang yang 

mengaturnya. 
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melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman 

beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, 

pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 

(lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda 

maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 

(sepertiga).” 

 

Berdasarkan konstruksi ketentuan Pasal 113 ayat (1) dan ayat (2) UU 

Narkotika di atas, maka pada pokoknya produsen narkotika Golongan I diancam 

pidana dengan pidana penjara dan pidana denda minimum dan maksimum. 

Ketentuan minimum pidana khusus yang telah diatur UU Narkotika khususnya, 

merupakan batas minimal hakim dalam menjatuhkan putusan sehingga hakim tidak 

dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa di bawah ketentuan minimum 

tersebut. Begitu pula sebaliknya, hakim juga tidak dapat menjatuhkan putusan 

melebihi ketentuan maksimum yang telah diatur dalam undang-undang.8 

Selain dalam UU Narkotika, ancaman pidana mininum didapati pada 

peraturan perundang-undangan lain seperti dalam Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 140, Tambahan Lembaran Negara 

RI No. 3874, ditetapkan, diundangkan, dan berlaku pada tanggal 16 Agustus 1999) 

(selanjutnya ditulis UU Tipikor) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI 

                                                           
8 Wijayanti Puspita Dewi, “Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh 

Hakim Di Bawah ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Barkotika”, Jurnal Hukum Magnus Opus, Vol. 2, No. 2, Februari 2019, Magister Ilmu Hukum 

Universitas Airlangga Surabaya, hlm. 57. 



7 

 

Tahun 2009 No. 140, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5059, ditetapkan, 

diundangkan, dan berlaku pada tanggal 03 Oktober 2009) (selanjutnya ditulis UU 

PPLH). 

Ancaman pidana minimum dalam UU Tipikor antara lain didapati pada 

ketentuan Pasal 12 huruf a UU Tipikor, yang menyatakan : 

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling 

singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana 

denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling 

banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), pegawai negeri atau 

penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui 

atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk 

menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam 

jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.” 

Ancaman pidana minimum dalam UU PPLH antara lain didapati pada 

ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf h juncto Pasal 108, yang menyatakan : “Setiap 

orang yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan 

denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 

10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).” 

Peraturan perundang-undangan yang memiliki pengaturan mengenai 

ancaman pidana minimum di atas tidak ditemukan pada KUHP, sebagai contoh 

pada ketentuan Pasal 188 KUHP, yang menyatakan : 

“Barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan 

atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau 

pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak 

empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum 

bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, 

atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati.” 
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Sebagaimana diketahui bahwa pengaturan mengenai ancaman pidana 

minimum bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, 

sedangkan ketentuan pidana maksimum bertujuan untuk menghindari dan 

mencegah tindakan hakim yang sewenang-wenang dalam menjatuhkan putusan. 

Pada pelaksanaannya, terdapat putusan hakim yang menjatuhkan pidana bagi 

produsen narkotika Golongan I menurut ketentuan Pasal 113 ayat (1) UU Narkotika 

yang mana dipidana pada rentang ancaman pidana diantara pidana minimum dan 

maksimum, antara lain :  

1. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 276/Pid.Sus/2019/PN 

Plg dengan terdakwa yang dipidana penjara selama 8 (delapan) 

tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);  

2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 767/Pid.Sus/2020/PN 

Jkt.Tim dengan terdakwa yang dipidana penjara selama 9 (sembilan) 

tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); dan  

3. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 

229/Pid.Sus/2020/PN Tbk dengan terdakwa yang dipidana penjara 

selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu 

milyar rupiah).  

Putusan-putusan tersebut oleh karena itu dalam penelitian ini perlu dikaji 

lebih jauh mengenai dasar pertimbangan hakim memutus menjatuhkan pidana yang 

menganut konsep dan norma mengenai ancaman pidana minimum selain karena 

produsen adalah pelaku penyalahgunaan narkotika Golongan I yang berperan utama 

atau berperan lebih besar daripada penyalahguna lain seperti pengedar dan pemakai.  
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Selain itu, perlu pula peneliti analisis perihal mengapa ketentuan Pasal 113 

ayat (2) UU Narkotika mengandung ancaman pidana minimum yang serupa pada 

ayat (1) sedangkan pada ayat (2) produsen narkotika Golongan I memberi dampak 

buruk yang lebih besar dalam beredarnya ganja di tengah-tengah masyarakat karena 

memproduksi narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 

(satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan 

tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Keserupannya yaitu sama-sama memiliki 

ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana denda paling 

sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Padahal secara rasional seharusnya 

terhadap pelaku produsen narkotika Golongan I pada ayat (2) diancam pidana 

minimum penjara dan denda lebih berat daripada pada ayat (1). Sebagai contoh 

putusan, terdapat beberapa putusan yang menjatuhkan pidana menurut ketentuan 

Pasal 113 ayat (2) UU Narkotika, antara lain :  

1. Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN 

Smd dengan terdakwa yang dipidana penjara selama 6 (enam) tahun 

6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar 

rupiah);  

2. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor Nomor 

74/Pid.SUS/2017/PN Tbk dengan terdakwa yang dipidana penjara 

selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 

100.000.000,- (seratus juta rupiah); dan  

3. Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1317 

/Pid.Sus/2018/PN Bjm dengan terdakwa yang dipidana penjara 
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selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu 

milyar rupiah). 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana penjatuhan sanksi pidana minimum dalam ketentuan Pasal 113 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap produsen 

narkotika Golongan I? 

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala penjatuhan sanksi pidana 

minimum dan dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana 

minimum dalam ketentuan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika terhadap produsen narkotika Golongan I ? 

3. Bagaimana kebijakan penjatuhan sanksi pidana minimum dalam ketentuan 

Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

terhadap produsen narkotika Golongan I di masa mendatang ? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain : 

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis penjatuhan sanksi pidana minimum 

dalam ketentuan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika terhadap produsen narkotika Golongan I. 

2. Untuk menjelaskan dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala 

penjatuhan sanksi pidana minimum dan dasar pertimbangan Hakim dalam 

menjatuhkan sanksi pidana minimum dalam ketentuan Pasal 113 Undang-
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Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap produsen 

narkotika Golongan I. 

3. Untuk menjelaskan dan menganalisis kebijakan penjatuhan sanksi pidana 

minimum dalam ketentuan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009  

tentang Narkotika terhadap produsen narkotika Golongan I di masa 

mendatang. 

 

D.  Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu: 

1. Manfaat teoritis/akademis, antara lain adalah  

a. Dapat  menambah pengetahuan bagi peneliti dalam bidang ilmu hukum 

terutama yang mengkaji ancaman dan penjatuhan sanksi pidana 

minimum narkotika. 

b. Dapat memperkaya khasanah penelitian hukum di Universitas 

Sriwijaya Palembang; dan 

c. menjadi sumber pengetahuan bagi para peneliti selanjutnya yang akan 

membahas materi kajian yang sama. 

2. Manfaat praktis, antara lain : 

a. Bagi pembentuk peraturan perundang-undangan, agar temuan dalam 

penelitian ini bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan revisi, 

menambah, atau memperkuat norma mengenai ancaman pidana 

minimum bagi produsen narkotika pada umumnya. 

b. Bagi Penuntut Umum dan Hakim yang memeriksa dan mengadili 

perkara tindak pidana, sebagai pedoman yang berkepastian hukum 
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dalam melakukan penuntutan dan penjatuhan putusan yang berkeadilan 

dan memberi manfaat hukum bagi masyarakat dan penegakan hukum 

tindak pidana narkotika pada umumnya. 

c. Bagi Badan Narkotika Nasional, sebagai pedoman untuk mengevaluasi 

dan meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap 

peredaran gelap narkotika bersama dengan penegak hukum lainnya. 

d. Bagi masyarakat, sebagai pedoman dalam rangka menghindari 

perbuatan-perbuatan yang berisiko menjadi tindak pidana narkotika 

baik selaku produsen, perantara, pemakai, dan lain sebagainya.  

 

E. Kerangka Teori 

Teori-teori yang digunakan dalam penelitian adalah : 

1. Grand Theory  

Grand theory dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum dan teori 

keadilan.  

a. Teori Kepastian Hukum 

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa untuk mencapai ketertiban 

diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, 

karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang 

diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan 

ketertiban. Indonesia adalah Negara hukum, demikian ketentuan dalam Pasal 1 ayat 

(3) UUD 1945, yang mengandung makna bahwa dalam penegakan hukum terdapat 
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tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan 

keadilan.9 

Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan mengetahui kejelasan 

akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang 

tidak mengetahui apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatanya benar 

atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat 

diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang 

dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti 

tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumannya.10 

Teori kepastian hukum digunakan untuk menjawab rumusan masalah 

mengenai penjatuhan sanksi pidana minimum dalam ketentuan Pasal 113 UU 

Narkotika terhadap produsen narkotika Golongan I. 

b. Teori Keadilan 

Roscoe Pound mengatakan, bahwa keadilan adalah meluasnya pengakuan 

dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia 

melalui pengendalian sosial, semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap 

kepentingan sosial, serta suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-

menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam 

menikmati sumber-sumber daya.11 Sementara itu John Rawls sebagai salah seorang 

yang memberi pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus mengenai nilai-

                                                           
9 Mochtar Kusumaatmadja, 2002, Konsep-Kosnep Hukum Dalam Pembangunan, Bandung : 

Penerbit Alumni, hlm. 22. 
10 Fence M. Wantu, 2011, Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan, Yogyakarta : 

Pustaka Pelajar, hlm. 13.  
11 Roscoe Pound, dikutip dalam : Satjipto Rahardjo, 2014, Ilmu Hukum, Bandung : Citra 

Aditya Bakti, hlm. 174. 
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nilai keadilan hingga saat ini, dalam bukunya A Theory of Justice memandang 

keadilan sebagai kejujuran (justice as fairness). Jadi, prinsip keadilan yang 

paling fair itulah yang harus dipedomani.12 Kemudian menurut John Rawls ada 2 

(dua) prinsip keadilan, yaitu keadilan yang formal (formal justice/legal justice) dan 

keadilan substantif. Keadilan formal yaitu menerapkan keadilan yang sama bagi 

setiap orang sesuai dengan bunyi peraturan. Disini, Hakim hanya sebagai corong 

Undang-Undang. Sedangkan keadilan substantif (substantial justice), yaitu 

keadilan yang melihat keadilan lebih daripada keadilan formal, karena menerapkan 

hukum itu berarti mencari keadilan hakiki, dan dalam melaksanakan keadilan yang 

substantif ini harus didukung oleh rasa keadilan sosial, keadilan yang mengandung 

hak-hak dan kewajiban yang dapat diterima oleh masyarakat umum.13 

Teori keadilan digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai 

kebijakan penjatuhan sanksi pidana minimum dalam ketentuan Pasal 113 UU 

Narkotika terhadap produsen narkotika Golongan I di masa mendatang. 

2. Middle Range Theory  

Middle range theory dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum dan 

teori kebijakan hukum pidana.  

a. Teori Penegakan Hukum 

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk 

mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat 

Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum) menjadi kenyataan.14 

                                                           
12 John Rawls, Teori Keadilan (A Theory of Justice), terjemahan Uzair Fauzan dan 

Heru Prasetyo, 2006, Teori Keadilan John Rawls, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 3. 
13 Ibid., hlm. 5. 
14 Satjipto Raharjo, 1983, Masalah Penegakan Hukum, Bandung : Sinar baru, hlm. 24. 
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Soerjono Soekanto mengemukakan pendapatnya, bahwa kejahatan adalah gejala 

sosial yang senantiasa dihadapi untuk setiap masyarakat di dunia. Apapun usaha 

untuk menghapuskannya tidak tuntas karena kejahatan itu memang tidak dapat 

dihapus. Hal itu terutama disebabkan karena tidak semua kebutuhan dasar manusia 

dapat dipenuhi secara sempurna, lagi pula manusia mempunyai kepentingan yang 

berbeda-beda yang bahkan dapat berwujud sebagai pertentangan yang prinsipil. 

Maka untuk menanggulangi suatu kejahatan yang ada maka diperlukan suatu 

perumusan suatu kebijakan hukum pidana dalam bentuk hukum tertulis.15 

Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk 

masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat 

penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.16 Dari segi fungsional, 

pengoperasian, dan penegakan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-

undangan agar benar-benar dapat terwujud harus melalui beberapa tahap, yaitu : 17 

a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana in abstracto 

oleh badan pembuat undang-undang. 

b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan 

hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari 

Kepolisian hingga Pengadilan. 

                                                           
15 Soerjono Soekanto, 1999, Pokok Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 

hlm. 14. 
16 Mardjono Reksodiputro, 1994, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan 

Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi, Jakarta : Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, 

hlm.76. 
17 Barda Nawawi Arief, 2005, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan 

Pengembangan Hukum Pidana, Bandung : PT. Citra Adtya Bakti, hlm. 28. 
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c. Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara 

konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana.  

Ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana di atas terkandung tiga 

kekuasaan atau kewenangan yaitu, kekuasaan legislatif pada tahap formulasi, yaitu 

kekuasaan legislatif dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat 

dipidana dan sanksi apa yang dapat apa yang dapat dikenakan. Pada tahap ini 

kebijakan legislatif ditetapkan sistem pemidanaan, pada hakekatnya merupakan 

sistem kewenangan atau kekuasaan menjatuhkan pidana. Yang kedua adalah 

kekuasaan yudikatif pada tahap aplikasi dalam menerapkan hukum pidana, dan 

kekuasaan eksekutif pada tahap eksekusi dalam hal melaksanakan hukum pidana.18 

Berdasarkan hakekat atau konsep penegakan hukum pidana di atas, hal ini 

sejalan apabila ditinjau dari pendekatan sistem, yang mensyaratkan komponen-

komponen yang bekesinambungan satu sama lain sebagai suatu sistem yang 

bergerak bersama. Faktor/komponen penegakan hukum pidana ini dapat dibagi 

menjadi tiga jenis, yaitu :19 

a. Faktor penegak hukum, yaitu faktor yang menunjukan pada adanya 

kelembagaan yang mempunyai fungsifungsi tersendiri dan bergerak di 

dalam suatu mekanisme. Adapun faktor-faktor penegak hukum 

meliputi : badan pembentuk undang-undang atau lembaga legislatif; 

aparat penegak hukum dalam arti sempit, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, 

Penasihat Hukum, dan Pengadilan; dan aparat pelaksana pidana.  

                                                           
18 Ibid., hlm. 30. 
19 Shafrudin, 1998, Politik Hukum Pidana, Bandar Lampung : Universitas Lampung, hlm. 4. 
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b. Faktor nilai, merupakan sumber dari segala aktifitas dalam penegakan 

hukum pidana. Jika nilainya baik, maka akan baik pula penegakan 

hukum pidana, demikian pula sebaliknya. Hal ini menunjukan betapa 

pentingnya kedudukan nilai dalam penegakan hukum pidana yang baik. 

c. Faktor substansi hukum, merupakan hasil aktual (output) yang 

sekaligus merupakan dasar bagi bekerjanya sistem hukum dalam 

kenyataan. Baik buruknya suatu substansi hukum tergantung kepada 

baik buruknya sikap para penegak hukum tergantung kepada baik 

buruknya nilai-nilai yang diterima dan dipahami oleh para penegak 

hukum. Dengan demikian, baik buruknya substansi hukum pada 

hakikatnya sangat ditentukan oleh baik buruknya nilai yang diterima 

dan dipahami oleh para penegak hukum. 

Teori penegakan hukum digunakan untuk menganalisis rumusan masalah 

mengenai faktor-faktor yang menjadi kendala penjatuhan sanksi pidana minimum 

dalam ketentuan Pasal 113 UU Narkotika terhadap produsen narkotika Golongan I. 

b. Teori Kebijakan Hukum Pidana 

Istilah kebijakan diambil dari istilah policy (Inggris) atau politiek (Belanda). 

Kebijakan formulasi dapat diidentikkan dengan kebijakan dalam merumuskan 

peraturan perundang-undangan.20 Kebijakan formulasi dalam hukum pidana berarti 

kebijakan dalam merumuskan norma-norma hukum pidana oleh pihak legislatif. 

Peranan legislatif meliputi kebijakan dasar yang tidak hanya mengenai pidana yang 

                                                           
20 Dardji Darmodihardjo, 2002, Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat 

Hukum Indonesia, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm.157. 
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tepat untuk tiap-tiap tindak pidana, tetapi juga mengenai tipe pidana yang 

disediakan untuk kekuasaan pidana lainnya di tingkat bawah (the other sentencing 

authorities) dan kadar yang diberikan kepada mereka dalam menetapkan pidana 

yang tepat untuk seorang pelanggar tertentu.21 

Kebijakan legislatif dalam hukum pidana tidak hanya fokus pada masalah 

perumusan (formulasi) jenis tindak pidana, tetapi juga merumuskan tentang jenis 

sanksi (strafsoort) dan lamanya masa pidana (strafmaat) yang tepat bagi setiap 

pelaku tindak pidana sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan serta 

menyangkut aspek penjatuhan sanksi dan pelaksanaan pidananya (strafmodus) 

dalam mewujudkan tujuan pemidanaan.22 

Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan legislatif yang 

lebih spesifik. Istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah 

politik hukum pidana atau dengan istilah yang lain yaitu penal policy atau criminal 

law policy atau strafrecht politiek.23 Dalam konteks kebijakan hukum pidana (penal 

policy) menurut Marc Ancel, penal policy adalah suatu ilmu sekaligus seni yang 

pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum 

positip dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya 

kepadapembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan 

undang-undang dan kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.24 

                                                           
21 Barda Nawawi Arief, 2011, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan 

Penyusunan Konsep KUHP Baru), Cet. III, Jakarta : Kencana Prenada Group, hlm. 56. 
22 Barda Nawawi Arief, 2002, Kebijakan Hukum Pidana, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 

hlm.34. 

 23Ibid., hlm. 26. 
24Marc Ancel, dikutip dalam : Barda Nawawi Arief, Ibid. 
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Teori kebijakan hukum pidana digunakan untuk menjawab rumusan masalah 

mengenai perumusan norma hukum mengenai kebijakan penjatuhan sanksi pidana 

minimum dalam ketentuan Pasal 113 UU Narkotika terhadap produsen narkotika 

Golongan I di masa mendatang. 

3.  Applied Theory  

Middle range theory dalam penelitian ini adalah teori sistem peradilan pidana, 

teori pertimbangan Hakim, dan teori politik hukum pidana. 

a. Teori Sistem Peradilan Pidana 

Romli Atmasasmita mengartikan sistem peradilan pidana sebagai suatu 

istilah yang menunjukan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan 

dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.25 Sebagai sebuah sistem 

peradilan pidana mengenal tiga pendekatan yaitu pendekatan normatif, 

administratif dan sosial.26  

Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum 

(kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi 

pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur 

tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum 

semata-mata. Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak 

hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja baik 

hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan 

sruktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut, sistem yang digunakan 

                                                           
25 Romli Atmasasmita, 1996, Sistem Peradilan Pidana : Perspektif Eksistensialisme dan 

Abolisionalisme, Bandung : Putra Abardin, hlm. 14. 
26 Ibid., hlm. 17. 
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adalah sistem administrasi sedangkan pendekatan sosial memandang keempat 

aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu 

sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas 

keberhasilan dan ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut 

dalam melaksanakan tugasnya, sistem yang digunakan adalah sistem sosial.27 

Teori sistem peradilan pidana digunakan untuk menjawab rumusan masalah 

mengenai faktor-faktor yang menjadi kendala penjatuhan sanksi pidana minimum 

dalam ketentuan Pasal 113 UU Narkotika terhadap produsen narkotika Golongan I. 

b. Teori Pertimbangan Hakim 

Mengenai teori pertimbangan Hakim, pokok kekuasaan kehakiman diatur 

dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan dalam Undang-Undang 

Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 

2009 No. 157, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5976, ditetapkan, diundangkan, 

dan berlaku pada tanggal 29 Oktober 2009)  (selanjutnya ditulis UU Kehakiman). 

UUD 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini 

tegas dicantumkan dalam Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU 

Kehakiman, yang berbunyi : “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang 

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 

keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia 

tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Kemudian 

ketentuan Pasal 24 ayat (2) UU Kehakiman, menyatakan bahwa : “Kekuasan 

                                                           
27 Romli Atmasasmita, 2010, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Jakarta: Kencana, 

hlm.6. 
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kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang 

berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan 

agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan 

oleh sebuah mahkamah konstitusi”. 

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan 

ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur 

tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam 

UUD 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak 

mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan 

Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.28 

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak 

(impartial jugde) sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Kehakiman. Istilah 

tidak memihak disini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya 

hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah 

dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU Kehakiman 

pada Pasal 5 ayat (1) berbunyi : “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan 

tidak membeda-bedakan orang”.29 

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan 

tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih 

dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi 

penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang 

                                                           
28 Andi Hamzah, 1996, KUHP dan KUHAP, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 94. 
29 Ibid, hlm. 95.  
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berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa 

tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh 

menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal 

ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU Kehakiman,30 yaitu : “Pengadilan tidak boleh 

menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih 

bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan 

mengadilinya”. 

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk mengacu 

pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam 

memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup 

dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU Kehakiman,31 

yaitu : “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang 

hidup dalam masyarakat”. 

Teori pertimbangan Hakim digunakan untuk menganalisis rumusan masalah 

mengenai dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana minimum 

dalam ketentuan Pasal 113 UU Narkotika terhadap produsen narkotika Golongan I. 

c. Teori Politik Hukum Pidana 

Politik hukum oleh Sudarto dapat diartikan sebagai usaha untuk mewujudkan 

peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi saat itu.32 Pada 

kesempatan lain Sudarto mengemukakan pengertian dari politik hukum, yaitu 

kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan 

                                                           
30 Ibid. 
31 Ibid. 
32 Sudarto, 1996, Hukum dan Hukum Pidana Indonesia, Bandung : Alumni, hlm. 27 
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peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk 

mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa 

yang dicita-citakan.33 Bertolak dari kerangka teoritis politik hukum tersebut, dalam 

konteks hukum pidana, politik hukum pidana bisa dimaknai sebagai kehendak 

nasional untuk menciptakan hukum pidana yang sesuai dengan aspirasi dan tata 

nilai yang bersumber dari bangsa Indonesia.34 

Teori politik hukum pidana digunakan untuk menganalisis rumusan masalah 

mengenai kebijakan penjatuhan sanksi pidana minimum dalam ketentuan Pasal 113 

UU Narkotika terhadap produsen narkotika Golongan I di masa mendatang. 

 

F. Definisi Konseptual 

Untuk menghindari kesalahan persepsi, maka perlu diberikan definisi 

konseptual dalam penelitian ini, sebagai berikut : 

1. Narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman 

atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat 

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, 

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan 

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana 

terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 

2. Sanksi pidana minimum dan maksimum adalah batasan terhadap kebebasan 

yang dimiliki Hakim dalam memutus menjatuhkan pidana.  

 

                                                           
33 Sudarto, 1993, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Bandung : Sinar Baru, 

hlm. 20. 
34 Ibid., hlm. 20. 
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G.  Metode Penelitian  

Metode penelitian sdalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Johnny 

Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk 

menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya.35 

Penelitian hukum normatif berupaya menemukan kebenaran koherensi apakah 

aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan apakah norma hukum yang berisi 

mengenai kewajiban dan sanksi tersebut sesuai dengan prinsip hukum dan apakah 

tindakan sesorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.36  

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini antara lain : 

a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach), adalah 

pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan 

regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut. 37 

b. Pendekatan konseptual (conceptual approach), adalah pendekatan yang 

beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang 

berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-

pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan 

                                                           
35 Johnny Ibrahim, 2013, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: 

Bayumedia, hlm. 57. 
36 Bernard Arief Sidharta, 1999, Refeleksi tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian 

tentang Fungsi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu 

Hukum Nasional Indonesia, Bandung: Mandar Maju, hlm. 158. 
37 Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Media 

Group, hlm. 24. 
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menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, 

konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu 

yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-

doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun 

suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.38  

c. Pendekatan kasus (case approach), bertujuan untuk mempelajari 

penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam 

praktik hukum.39 

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Jenis dan sumber bahan hukum diperoleh dari data sekunder. Data sekunder, 

yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan. Data sekunder 

dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum 

tersier.40 

a. Bahan hukum primer (bahan-bahan hukum yang mengikat), yaitu : 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

(UUD NRI 1945); 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 

3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 

4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; 

5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasan 

Kehakiman; dan 

                                                           
38 Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., hlm. 95. 
39Johnny Ibrahim, Op. Cit., hlm. 304. 
40 Bambang Sunggono, 2010, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Raja Grafindo Persada,  

hlm.144. 
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6) Peraturan-peraturan operasional lainnya. 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk 

memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer, antara 

lain karya ilmiah dan literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang ada 

relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini. 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan 

penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, antara lain kamus, 

ensiklopedia, dan sebagainya yang yang ada relevansinya dengan isu 

hukum dalam penelitian ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan 

dan mutakhir. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui 

studi kepustakaan, yaitu mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian 

sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori 

mengenai masalah yang akan diteliti.41 Studi kepustakaan juga berarti teknik 

pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, 

serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.42 

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum 

Terhadap bahan hukum yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, 

sekunder, dan tersier, kemudian diolah dengan melakukan inventarisasi dan 

sistematisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya 

                                                           
41 Sarwono Jonathan, 2006, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Yogyakarta : Graha 

Ilmu, hlm. 34. 
42 Nazir, 2008, Metodologi Penelitian, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 59. 
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dengan permasalahan hukum. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum tersebut 

dari studi kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang 

dilakukan dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum 

tersebut. 

6. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitiatif, 

adalah metode untuk memproses atau mengolah data bukan angka. Melalui 

analisis kualitiatif dilakukan tahap mereduksi atau menyederhanakan bahan 

hukum agar bisa sesuai dengan kebutuhan dan tentunya mudah untuk didapatkan 

informasi untuk menjawab permasalahan hukum. Reduksi bahan hukum berarti 

merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, 

dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak diperlukan.43 

7. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Teknik penarikan kesimpulan dalam tesis dilakukan secara deduktif, yaitu 

suatu cara penarikan simpulan pada suatu proses berpikir yangs ebaliknya dari 

penarikan kesimpulan secara induktif. Dalam hal ini penalaran deduktif 

memberlakukan prinsip-prinsip hukum umum untuik mencapai kesimpulan yang 

spesifik, atau dengan kata lain penalaran deduktif adalah cara berpikir dimana dari 

pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersikap khusus, dengan 

syarat penarikan kesimpulan berupa wacana atau argumentasi memenuhi syarat-

syarat logis.44 

 

                                                           
43 Sugiyono, 2018, Metode Penelitian Kuantitatif, Bandung : Alfabeta, hlm. 285. 
44 Ibid., hlm. 151. 
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